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PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN ASIAN EDUCATION SYMPOSIUM (AES)
ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
DAN

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAKUAN

Nomor: 0874/UN41/KS/2017
Nomor: 3235/UN18/KS/2017
Nomor: 474/UN48.13/PP/2017
Nomor: 691/Un.05/PP/PPs.00.9/04/2017
Nomor: 530/PPs/UP/IVI2017

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu tujuh belas
bertempat di Universitas Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. H. Yaya S. Kusumah, M.Sc., : Direktur Sekolah Pascasarjana, Universitas
Ph.D Pendidikan Indonesia, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama SPs

Universitas Pendidikan Indonesia yang

berkedudukan di JI. Dr. Setiabudhi No. 229

Bandung, selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Ir. | Komang Damar Jaya, : Direktur Program Pascasarjana Universitas
M.Sc.Agr.,Ph.D Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Universitas Mataram yang
berkedudukan di JI. Majapahit no. 62
Mataram, 83125, Nusa Tenggara Barat,
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Mataram, 83125, Nusa Tenggara Barat,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

3 Prof. Dr. | Wayan Suastra, M.P Direktur Program Pascasarjana Universitas
Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Universitas Pendidikan
Ganesha yang berkedudukan di JI. Udayana,
Singaraja Bali, 81116, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

4 Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, Direktur Program Pascasarjana Universitas
M.Pd Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung

Djati Bandung yang berkedudukan di JI. A.

H. Nasution no. 105 Bandung, 40615,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

5 Dr. Rita Retnowati, M.Si Direktur Program Pascasarjana Universitas
Pakuan, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Universitas Pakuan yang
berkedudukan di JI. Pakuan, Ciheuleut
Bogor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat
untuk menyelenggarakan kegiatan ilmiah tahunan Asian Education Symposium, yang
selanjutnya disebut AES, kerjasama lima (5) Sekolah/Program Pascasarjana di Universitas
Pendidikan Indonesia, Universitas Mataram, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas
Pakuan dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan ketentuan
sebagai berikut:

BAB |
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan
penyebarluasan keilmuan melalui penyelenggaraan konferensi internasional. Kemitraan ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan konferensi dan meningkatkan
kuantitas serta kualitas makalah yang akan dipublikasikan pada prosiding atau jurnal
terindeks Scopus dan/atau Web of Science Thomson Reuters.
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BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1.

2,

3.

)

(2)
(3)

(4)

()

Penyelenggaraan konferensi internasional bersama yang profesional, efektif, efisien, dan
akuntabel.

Mengorganisasikan makalah konferensi secara profesional mulai dari penerimaan
makalah, seleksi makalah, proses reviu, editing sampai dengan publikasi pada prosiding
atau jurnal yang terindeks Scopus dan/atau Web of Science Thomson Reuters.

Pada kedua lingkup tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membentuk panitia yang
beranggotakan tim dari SPs Universitas Pendidikan Indonesia, PPs Universitas
Mataram, PPs Universitas Pendidikan Ganesha, PPs Universitas Pakuan, dan PPs UIN
Sunan Gunung Djati Bandung.

BAB llI
PENYELENGGARA KEGIATAN
Pasal 3

Konferensi bersama ini akan diselenggarakan secara bergiliran dengan jadwal
pelaksanaan setiap dua (2) tahun di SPs Universitas Pendidikan Indonesia dan setiap
dua tahun lainnya diselenggarakan di PPs Universitas Mataram, PPs Universitas
Pendidikan Ganesha, PPs Universitas Pakuan, atau PPs UIN Sunan Gunung Dijati
Bandung, berdasarkan kesepakatan rapat tahunan.

BAB IV
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Pasal 4

PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab melakukan penerimaan makalah,
seleksi makalah, proses reviu, editing, dan publikasi pada prosiding atau jurnal yang
terindeks Scopus dan/atau Web of Science Thomson Reuters.

PARA PIHAK bertugas menetapkan pembicara utama kegiatan konferensi.

PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan logistik konferensi,
dan city tour apabila penyelenggaraannya dilaksanakan di Universitas Pendidikan
Indonesia.

PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai penyelenggara kegiatan konferensi bertugas
dan bertanggung jawab menyiapkan logistik konferensi dan city tour.

PARA PIHAK bertugas untuk membuat Laporan Pelaksanaan AES.
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(6) PARA PIHAK berwenang untuk:

a. Membuat, menyusun, dan memberlakukan peraturan-peraturan yang diperlukan
sesuai dengan kepatutan/tradisi akademik yang berlaku dalam pelaksanaan AES;

b. Menetapkan dan mengalokasikan biaya penyelenggaraan AES, sesuai dengan tugas
yang telah ditentukan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
serta

C. Mengajukan pertanyaan, melakukan konsultasi dan koordinasi untuk membicarakan
masalah-masalah yang muncul selama penyelenggaraan AES.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

(1) PARA PIHAK menyediakan biaya persiapan (koordinasi, web) dan pasca kegiatan
(koordinasi, pelaporan) dalam pelaksanaan AES.

(2) PARA PIHAK membebankan biaya penyelenggaraan dan publikasi kepada para
peserta dan kekurangannya dibebankan kepada penyelenggara.

(3) PIHAK PERTAMA menentukan besaran biaya untuk kegiatan penerimaan makalah, seleksi
makalah, proses reviu, editing, dan publikasi pada prosiding atau jurnal yang terindeks
Scopus dan/atau Web of Science Thomson Reuters.

(4) PIHAK KEDUA vyang ditunjuk sebagai penyelenggara menentukan biaya untuk
penyelenggaraan konferensi.

(5) PARA PIHAK dapat menjadi pengelola keuangan secara keseluruhan pada
pelaksanaan AES, atas dasar musyawarah dan mufakat.

BAB VI
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja sama ini ditetapkan selama delapan (8) tahun, sejak penjanjian ini
ditandatangani.

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA
PIHAK.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

BAB VII
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
Pasal 7

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (Force Majeure) sehingga salah satu
PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka
PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

Pengertian Force Majeure yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun
tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase
oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran,
peledakan, badai, banijir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang
luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau
sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang
mengalaminya.

Dalam hal terjadi Force Majeure PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak
terkena Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap
PIHAK yang terkena Force Majeure.

Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban
berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan Force Majeure
tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini,
dengan ketentuan PIHAK yang mengalami Force Majeure tersebut telah
melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam
kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK yang terkena Force Majeure harus memberitahukan PIHAK lainnya secara
tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya Force Majeure tersebut,
dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk
menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab
peristiwa tersebut.

BAB VIl
HAK INTELEKTUAL
Pasal 8

Masing-masing PIHAK tetap menguasai semua Hak Kekayaan Intelektual yang
telah dikuasainya sebelum adanya kesepakatan ini.

PARA PIHAK sepakat, bahwa segala Hak Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai
akibat adanya penggabungan Hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan
teknologi sebagaimana dimaksud Kesepakatan ini akan dimiliki secara bersama-
sama oleh PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK memiliki hak untuk
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memanfaatkan penggabungan hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan
teknologi tersebut.

BAB IX
PENYELESAIAN PENYELISIHAN
Pasal 9

(1)  Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang
berlaku di Republik Indonesia. -

(2) PARA PIHAK akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan
perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.

(8) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan
mediasi atau konsiliasi melalui Pengadilan Negeri di lokasi kejadian.

BAB X
PERUBAHAN
Pasal 10

Hal-hal yang tidak diatur dalam naskah kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur
bersama oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam satu Addendum/Amandemen
yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB Xi
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal
tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuhi cap
lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian
Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.
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Prof. H. Yaya S. Kusumah, M.Sc., Ph.D

K KEDUA PIHAK KEDUA
-

Prof. Dr. | Wayan Suastra, M.Pd

_PIHAK KEDUA

Dr. Rita Retnowati, M.Si
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